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Abstrak :. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kepala daerah wajib menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), berupa laporan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat untuk tahun pertama dari lima tahun periode RPJMD. Selain itu  implementasi kebijakan pemerintah daerah berupa inovasi- inovasi sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja pengelolaan pemerintahan daerah yang baik dalam upaya menyelenggarakan fungsi-fungsi utama kepemerintahan pada kerangka pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan pedoman dalam menyusun. Adapun Sosialisasi Penyusunan LPPD ini digelar adalah agar  masing masing kepala SKPD dapat mengetahui kelemahan maupun kekurangan data/informasi tahun sebelumnya sehingga untuk tahun berikutnya dapat lebih awal dideteksi dan kemudian untuk dilengkapi kekurangan data/informasi dimaksud, komitmen dari seluruh kepala SKPD beserta jajarannya sangat diharapkan untuk mencapai kinerja optimal dan senantiasa melakukan pembenahan agar kelengkapan data/informasi dapat terpenuhi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. 
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Abstrac : According to legislation in force, shall inform the regional head of regional government in the form of Regional Government Information Report (ILPPD), a report on the implementation of government, regional development and community empowerment for the first year of the five-year period RPJMD. Besides the implementation of government policy in the form of innovations are needed for performance management of local governments in their efforts to organize the main functions of government in the framework of the implementation of regional autonomy as possible. Government Regulation (PP) No. 3 of 2007 on Regional Government Reports (LPPD) in formulating the guidelines. The Socialization Preparation LPPD is held is that each head SKPD to identify the weaknesses and lack of data / information for the previous year so that next year can be detected earlier and later to include lack of data / information is, the commitment of the entire head SKPD its board is expected to achieve optimal performance and continues to make improvements in order to complete the data / information can be fulfilled according to the needs and conditions apply.maksimal 150
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1. PENDAHULUAN 

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kepala daerah wajib menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), berupa laporan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat untuk tahun pertama dari lima tahun periode RPJMD. Selain itu  implementasi kebijakan pemerintah daerah berupa inovasi- inovasi sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja pengelolaan pemerintahan daerah yang baik dalam upaya menyelenggarakan fungsi-fungsi utama kepemerintahan pada kerangka pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan pedoman dalam menyusun LPPD, menjadi  kerangka dasar laporan-laporan terutama yang berkaitan dengan pengalokasian, pembiayaan yang dibebankan atau diberikan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Beban anggaran  yang diberikan merupakan verifikasi langsung terhadap masyarakat sehingga program-program yang sudah dilaksanakan dan dijalankan seharusnya segera dibuatkan laporan-laporannya. Apapun itu kegiatannya, baik itu kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan rutin yang ada di lingkungan kantor maupun kegiatan lainnya. 

Informasi-informasi dan instrumen-instrumen yang dibutuhkan dalam penyusunan dan pengevaluasian terhadap LPPD yang dilakukan oleh Inspektorat Kota, BPKP dan oleh Sekretariat Pemerintah Kota Palembang. Dengan mengadakan  asistensi atau sosialisasi penyusunan LPPD Kota Palembang,  memberikan panduan dalam hal pengisian terhadap LPPD dan yang semuanya tidak terlepas dari peran akhir dan peran serta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada. 

Disamping itu juga, kepala SKPD diharapkan memonitor terhadap staf-staf yang ditugaskan untuk menyusun LPPD ini. Tentunya tidak mungkin kepala SKPD melakukan penyusunan LPPD itu sendiri. Untuk itu kepala SKPD hendaknya membawa stafnya yang ditugaskan membuat LPPD di SKPD-nya pada kegiatan Sosialisasi Penyusunan LPPD kota Palembang yang diselenggarakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palembang.

Sosialisasi Penyusunan LPPD ini digelar adalah, agar masing masing kepala SKPD dapat mengetahui kelemahan maupun kekurangan data/informasi tahun sebelumnya sehingga untuk tahun berikutnya dapat lebih awal dideteksi dan kemudian untuk dilengkapi kekurangan data/informasi dimaksud, komitmen dari seluruh kepala SKPD beserta jajarannya sangat diharapkan untuk mencapai kinerja optimal dan senantiasa melakukan pembenahan agar kelengkapan data/informasi dapat terpenuhi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, dimana Instrumen-instrumen dalam hal pengukuran terus diperbaiki sehingga mendapat hasil dan nilai yang maksimal.


Adapun tujuan dari penelitian ini adalah agar seluruh kepala SKPD beserta jajarannya dapat mencapai kinerja optimal dan senantiasa melakukan pembenahan agar kelengkapan data/informasi pada penyusunan LPPD dapat terpenuhi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Batasan masalah pada penulisan ini adalah membahas tentang peranan dari  Sosialisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) khususnya dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai penyusunan  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 
Objek Penelitian



Objek penelitian ini adalah Penyelenggaraan Sosialisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang untuk Tahun 2013.
2.2   Jenis Penelitian


Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu  secara faktual dan cermat, (Rakhmat: 2005). Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.  Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara utuh (Moleong: 2010).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.

2.3 
Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diperlukan pendekatan-pendekatan untuk memperoleh data yang representatif dan faktual.  Maka, untuk memperoleh data tersebut peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Pendekatan Observasi

Menurut Karl Weick dalam Rakhmat (2005), observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan objek yang diteliti, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.  

Peneliti lebih mengutamakan untuk mengamati peranan penyelenggaraan Sosialisasi Penyusunan LPPD dalam menyebarluaskan informasi tentang cara menyusun LPPD pada setiap SKPD di lingkungan Kota Palembang.
2.  Pendekatan Wawancara

Pendekatan ini dilakukan dengan cara komunikasi face to face, yaitu interview secara langsung dengan sumber data yang berkaitan dengan kegiatan Sosialisasi Penyusunan LPPD dalam menyebarluaskan informasi tentang cara menyusun LPPD pada setiap SKPD di lingkungan Setda Kota Palembang.
3. Pendekatan Melalui Studi Kepustakaan

Pendekatan ini dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis dokumen atau sumber data yang telah ada (data-data yang relevan dari lapangan seperti dokumentasi materi dan Peraturan Pemerintah  Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah /LPPD, kliping berita dari surat kabar dan media on line sebagai data penunjang berkaitan dengan penelitian ini).

 2.4  Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian peranan Sosialisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) khususnya dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai penyusunan  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, yaitu dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, artinya peneliti menggambarkan masalah yang diteliti dalam bentuk kata-kata atau kalimat.  

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan menurut Milles dan Huberman (2006), yang terdiri dari :
a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data-data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan.

b. Penyajian data, yaitu pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu kegiatan akhir penelitian kualitatif.
Informasi dan data yang peneliti peroleh melalui wawancara dan observasi akan dideskripsikan secara kualitatif.  Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi.  Kemudian data dan hasil wawancara tersebut akan dianalisis dan diambil kesimpulan berdasarkan teori-teori yang ada dan yang relevan untuk mengetahui bagaimana  peranan dari  Sosialisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) khususnya dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai penyusunan  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
2.5   
Sumber Data

2.5.1 
Data Primer

Data primer merupakan data yang sifatnya utama.  Data-data ini berkaitan dengan bagaimana  peranan dari  Sosialisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) khususnya dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai penyusunan  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
Data-data tersebut didapatkan melalui :
a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (depth interview) dengan  sumber informasi/informan (Kepala Sub.bag. Pemerintahan Umum Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Palembang).  Tujuannya untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam, dan untuk melengkapi data dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan.   
b. Observasi

   Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lingkungan Sekretariat Kota Palembang.  Pengamatan ini dilakukan untuk memperoleh data seputar peranan dari  Sosialisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) khususnya dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai penyusunan  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
2.5.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari literatur kepustakaan dan dokumen-dokumen kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.   Data inilah yang digunakan sebagai data tambahan untuk menjawab masalah penelitian.
3. DATA DAN PEMBAHASAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan mempunyai tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. (Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD Tahun 2012.)

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kepala daerah wajib menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), berupa laporan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat untuk tahun pertama dari lima tahun periode RPJMD. Selain itu  implementasi kebijakan pemerintah daerah berupa inovasi- inovasi sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja pengelolaan pemerintahan daerah yang baik dalam upaya menyelenggarakan fungsi-fungsi utama kepemerintahan pada kerangka pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya. (Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD Tahun 2012.)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan pedoman dalam menyusun LPPD, menjadi  kerangka dasar laporan-laporan terutama yang berkaitan dengan pengalokasian, pembiayaan yang dibebankan atau diberikan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Beban anggaran  yang diberikan merupakan verifikasi langsung terhadap masyarakat sehingga program-program yang sudah dilaksanakan dan dijalankan seharusnya segera dibuatkan laporan-laporannya. Apapun itu kegiatannya, baik itu kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan rutin yang ada di lingkungan kantor maupun kegiatan lainnya.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah. . (Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD Tahun 2012.)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah

diwajibkan melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1(satu) tahun yaitu paling lambat tiga bulan setelah tahun bersangkutan berakhir. 
Laporan  dimaksud meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Kedua laporan tersebut kemudian dirangkum dalam sebuah Informasi Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah yang harus disampaikan kepada masyarakat Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif dimaksud adalah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, responsif, dan akuntabel dan

sekaligus sebagai bagian dari sistem manajemen pemerintahan daerah, yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan monitoring, serta evaluasi, dan diakhiri dengan pelaporan. (Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD Tahun 2012.)
RUANG LINGKUP ISI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
Ruang lingkup isi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), antara lain : (Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD Tahun 2012.)
Ruang Lingkup (Pasal 2 & 3):
-
Urusan Desentralisasi:

- Urusan Wajib (26 urusan)

- Urusan Pilihan (8 urusan)
-
Tugas Pembantuan (Pasal 4)

- TP kepada Provinsi 


- TP kepada Kabupaten 

- TP kepada Desa 

- Tugas Umum Pemerintahan 
-
Ruang Lingkup (Pasal 6):
· Tugas Umum Pemerintahan:
· Kerjasama antar daerah 
· Kerjasama daerah dengan pihak ketiga 
· Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah 
· Pembinaan batas wilayah 
· Pencegahan dan penanggulangan bencana 
· Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah 
· Penyel. ketentraman dan ketertiban umum 
· Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya 
-
Materi Urusan Desentralisasi:
· Ringkasan RKPD, kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.
· Penyelenggaraan urusan wajib, meliputi:
· Prioritas urusan wajib 
· Program dan kegiatan 
· Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal
· SKPD yg menyelenggarakan 
· Kepegawaian 
· Alokasi dan realisasi anggaran 
· Sarana dan prasarana yang digunakan 
· Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 
· Permasalahan dan solusi 
· Hal-hal yg dianggap perlu untuk dilaporkan 
-
Materi Tugas Pembantuan (pasal 5):
· Dasar hukum 
· Instansi Pemerintah  Pemberi Tugas 
· Program dan kegiatan serta realisasinya 
· Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan 
· SKPD yang menyelenggarakan 
· Kepegawaian 
· Sarana dan prasarana yang digunakan 
· Permasalahan dan solusi 
-
Materi Tugas Umum Pemerintahan(psl.6):
· Program dan kegiatan 
· Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan 
· SKPD yang menyelenggarakan 
· Kepegawaian 
· Sarana dan prasarana yang digunakan 
· Permasalahan dan solusi 
· Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian 
    (pasal 8):
· Menganut Prinsip Akuntabilitas`dan Transparansi 
· LPPD Provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri 
· LPPD Kab./Kota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur 
· Format LPPD sesuai  lampiran I PP 3/2007 (Format LPPD dapat berubah sesuai perkembangan waktu) 
· Waktu penyampaian paling lambat 3 bulan setelah akhir TA.
· LPPD akhir masa jabatan, disampaikan paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD.
· (Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD Tahun 2012.)
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KINERJA

Pengembangan sistem informasi kinerja pada Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), diharapkan memiliki dan menghasilakan  Data yang akurat, handal serta akuntable sehingga evaluasi dapat menghasilkan rekomendasi, saran dan peringkat yang tepat. 

Untuk dapat  memiliki Pengembangan Sistem Informasi Kinerja yang akurat dan handal, Pemerintah Daerah dapat  mengambil langkah-langkah yang kongkrit, yaitu : 
a) Mengimplementasikan ”Sistem Pengukuran Kinerja Mandiri” (self assessment) sebagaimana amanat Pasal 32 sd 40, PP 6/2008, dan 
b) Mengembangkan Sistem Informasi Kinerja di lingkungan Pemerintahan Daerah, terintegrasi antar SKPD di lingkungan Pemda. 
(Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD Tahun 2012.)
FORMAT LPPD TAHUN 2012
a) Dasar Penyempurnaan: Pengalaman dan praktik-praktik. 
b) Menjembatani (bridging) dan mensinkronkan data informasi pada Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan data informasi yg digunakan. 
c) Memudah pengisian, meningkatkan kualitas data informasi.(Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD Tahun 2012.)

EVALUASI  KINERJA PENYUSUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP LPPD TAHUN 2012
Adapun Evaluasi  kinerja penyusunan penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2012 akan dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu :
a) Diawali (starting point) dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah, paling lambat 31 Maret 2013. 
b) Tim Teknis Nasional EPPD, akan memantau langsung ketepatan penyampaian LPPD kabupaten dan kota tahun 2012 kepada Gubernur. 
c) Evaluasi dilakukan secara berjenjang dari Tim Daerah ke Tim Nasional EPPD. 
d) Laporan hasil evaluasi, rekomendasi, pemeringkatan, pengumuman serta pemberian penghargaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan.
Penyususunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Suplemen IKK ini digelar adalah, agar masing masing kepala SKPD dapat mengetahui kelemahan maupun kekurangan data/informasi tahun sebelumnya sehingga untuk tahun berikutnya dapat lebih awal dideteksi dan kemudian untuk dilengkapi kekurangan data/informasi dimaksud, komitmen dari seluruh kepala SKPD beserta jajarannya sangat diharapkan untuk mencapai kinerja optimal dan senantiasa melakukan pembenahan agar kelengkapan data/informasi dapat terpenuhi sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Setelah melaksanakan pembuatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) data informasi dapat dipergunakan untuk mengevaluasi Pemerintah Daerah, dimana data informasi dapat digunakan sebagai :
a) Bahan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
b) Bahan rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga Non Kementerian untuk meningkatkan kinerja dengan program pengembangan kapasitas sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.
c) Pemeringkatan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan masing-masing daerah. 
d) Hasil pemeringkatan terhadap LPPD Tahun 2012, akan diumumkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Otonomi Daerah tanggal 25 April 2014. 
Hasil pemeringkatan terhadap LPPD dapat ditentukan dari hasil Status Kinerja. Status kinerja dibagi dalam 4 (empat) kategori berprestasi, yaitu :
a. Sangat Tinggi 
b. Tinggi,
c. Sedang, dan 
d. Rendah 
Tujuan menilai kinerja PPD adalah sebagai bahan untuk program pengembangan kapasitas dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi diharapkan dapat  mensosialisasikan Format LPPD dan Format IKK kepada Kabupaten/kota di seluruh pelosok daerah Bagian Negara Kesatuan Indonesia.
Hal yang penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Daerah adalah :

a) mengimplementasikan Sistem Pengukuran Kinerja Mandiri (self assesment) dan  
b) mengembangkan Sistem Informasi Kinerja. 
c) SKPD diminta dan wajib merevieu IKK, sebelum disusun dan diintegrasikan ke dalam LPPD. 

Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif dimaksud adalah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, responsif, dan akuntabel dan sekaligus sebagai bagian dari sistem manajemen pemerintahan daerah, yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan monitoring, serta evaluasi, dan diakhiri dengan pelaporan.

Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat dapat lakukan melalui media informasi yang tersedia di daerah/Kabupaten/Kota.
4.
SIMPULAN

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka simpulan dari hasil penelitian ini adalah :
1.
 Sosialisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) khususnya dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai penyusunan  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, yang diselenggarakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Kota Palembang dapat dijadikan  kerangka dasar laporan-laporan  terutama yang berkaitan dengan pengalokasian, pembiayaan yang dibebankan atau diberikan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
2.
Sosialisasi Penyusunan LPPD ini digelar  agar masing masing kepala SKPD dapat mengetahui kelemahan maupun kekurangan data/informasi tahun sebelumnya sehingga untuk tahun berikutnya dapat lebih awal dideteksi dan kemudian untuk dilengkapi kekurangan data/informasi dimaksud, dimana Instrumen-instrumen dalam hal pengukuran terus diperbaiki sehingga mendapat hasil dan nilai yang maksimal.
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